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KOMISI PEMILIIIAN T'MUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KATA PARIAMAN

NOMOR : 7 I Kpts/KPU-Kota-OO3.4gSL62 I zOLg

TEI$TAN9
TATA KER^IA KOMISI PEMILII{AI{ UMUM KOTA, PAT{ITIA PEMILIHAN

KEEAIV.IATAN, PANITIA PEMUI{GUTAI{ SUARA, PETUGAS
TDMUTAKHIRAII DATA ?EMILIH I'ATT I(EI,()MPOK PTITTEI;ENGCIARA

PEMUNGUTAI{ SUARA DALITM PEMILIHAIT I'MUM trIALIKOTA DAN UIN{IL
WATII(-OTA PARIAMAN TAIIUN 2013

KOMISI PEMILITIAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang a. batrwa berdasarkan ketentuan ?asa1 10 ayat (3) huruf
b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OLl tentang
Penyelenggara Pernilihan Umurn, inaka d.isusun dan
diteiapkd.i{ tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kota
Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
P.emungutan Srlara, Petugas P-emutakhir-an Data
Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Pariaman Tahun 2Ol3;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2008 tentang
Ferubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 48afi;

2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang
Fembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 82, Tambahan Lembaran Npgara Republik
lndonesia Nomor 523a);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OLL tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ?OLL Nomor 10 1,

Tambahan Lembaran NEgara Rep.ublik Indqnesia
Nomor 52a6);

+. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2Al2 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 6
Tahun 2OO5 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengar-I-gk-alarl,d-anPem-b,erher-rli-ar*I-Kepal-aDaprah-d.ar-t-

Mengingat
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Wakil Kepala Daerah (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 20L2 Nomor 184, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5344);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2OO8 tentang Tata Keqia Komisi P.ernilihan Urnum,
Komisi Pemilihal Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum lhbupaten/Kota sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
tentang Per.ubahan Atas Peraturan Kor.nisi Pemilihan
Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun
2008

6. Peraturan Komisi Pemiiihan Umum Nomor 6 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sckretariat Kornisi Femilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
scbagarmana telah diu-bah dengaq Peral.uraq Kqmisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahlun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
06 tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan lJmum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemiliban Umum Kabupalen I Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun
2QQ8 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun
20O9 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kab.upaten/Kqtq, Panitia Pemilihan K€eamatan,
Panitia ?emungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimaria telah diubah dengan Perafuran Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peratur.an Komisi Pemilihan Umur-r-r
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyu.sunan
Tata Keda Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungulan suara Dalam Pemilihan
Umum Xepala Daeratr dan Wakil Xepala Daerah;

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun
2OLO tentang Peny'usunan Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah darr Wakil Kepala Daerah;
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10.

11.

t2.

Memperhatikan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota pariaman
Nomqr : 3/Kpts/Kpu-Kota-003.43 5t52 / 2ol3 tentaug
?ahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan
Pemiiihan Umum Walikota dan Wakil \tralikota
Pa-riaman Tahun 2O13;

Nota Kesepakatan Antara Walikota Pariaman Dengan
Komrsi Peqilihan Umum Kata Parianan teolalg
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Pariaman Tahun 2013 Nomor O2IHUK-
NK/ 20 1 3 dan Nornor. 70l KPU-Kota -OO3.a 3 5 L 52 / 20 i 3 ;

Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota
Panaqaa Dengan Kprnisi Pem:lihaa Umrr:u Kpta
Pariaman tentang Pemberian Hibah Untuk Penunjang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
\Malikota Pariaman Tahun 2O13 Nomor O1/HUK-
PJJ/2013 dan Nomor 7l/KPU-Kota-
003.435152/rrl2073;
Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
tanggal 28 Februari 2013;

MEMUTUSXAI{

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMII,IHAN UMUM KOTA
PARIA"IYIAN TENTANG TATA KERJA KOMISI
PDIIILIIIAN UMU![ tsATA, PAITITTA PET4I&IUAN
I(ECAMATAI{, PANITIA PEMUNGUTATT SI'ARA,
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN
KELOMP-OK PEITTELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN IIMUM WALIKOTA DAN
S/AIfiL WALIKOTA KOTA PARIAIUAN TAHT'N 2013.

BAB I
$ETEITTUAN UT!U!.[

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakii Walikota, selanjutnya disebut

Pemilu Walik€ta dan Wakil Wa-likota adalah Pemilu untuk memilih
Waiikota dan Wakil Walikota Pariaman secara demokratis dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, selanjutnya disebut DPRD Kota
adalah DPRD Kota Pariaman;

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi,
adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah {i provinsi.

4. Komisi Pemilihan lJmum Kota ?ariaman, selanjutnya disetut KPU Kota
adalah Penyelenggara Pemiiu Walikota dan Wakil Walikota di Kota
Pariarnar.r;

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kota Pariaman untuk menyelenggarakan Pemilu
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Walikota dan Wakil Walikota Pariaman di tingkat kecamatan atau sebutan
iainnya yang bersifat s.ementara;

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang
dibentuk oleh KPU Kota Pariaman untuk menyelenggarakan Pemilu
Walikota dan Wakil Walikota Pariaman di tingkat kelurahan atau sebutan
lainnya dan bersifat sementara;

7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPDP dan KPPS adalah
petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota Pariaman
untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan
suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan
Wakii Kepala Daerah, serta bersifat sementara.

8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya dise.hut TPS adalah tempat
dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil
Walikota Pai"iaman.

BAB II
TUJU.AN DAil AS.AS PD-MItU UTALIKOTA D-AN W-AKTt UIALIKOTA

Fasal 2

Pemilu Walikota dan Wakil Walikota bertujuan untuk memilih Walikota dan
Wakil Walikota Kota Pariaman.

Pasal 3

Penyelen ggare- P.emilu Walikota "dan Wakil Walikota h,.erp.edoman kepada
ASAS:

a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib penyelenggaraan;
f. kepentingan umum;
g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;
i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;
k. efisiensi; dan
1. efektifitas.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, KPU ITOTA, PP$, PPS' PPDP DAN

KPPS

Bagian 1

Pemhentukan dan Kedudukan KPU Kota

Pasal 4

(1) KPU Kota yang merupakan bagian dari KPU dan KPU Frovinsi adalah
penyelenggara P'emilu Walikota dan Wakil Walikota yang dibentuk
berdasarkan peraturan perund.ang-undangan yang berlaku.

(2) KPU Kota berkedudukan di ibukota Kota.
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Bagtat 2
Pemhentukan daa Keudukan PPK

Pasal 5

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman
di tingkat Kecarrratan, dibentuk PPK;

(2) PPK dibentuk oleh KPU Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman dan
dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara
dimaksud;

(3) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu
Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman susulan, dan Pemilu
Walikota dan Wakil Walikota Pariaman lanjutan, masa kerja PPK
diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
pe mungutan suara tersebut.

(4j PPK berkedudukan di ibu kota Kecamatan;

(1) Untuk menyeienggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota
Pariaman di kelurahan/desa atau disebut nama lainnya dibentuk PPS;

(2) PPS dibentuk oleh KPU Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman dan
dibub.arkan paling lambat 2 {dua) bul,an seLelah hari pemungutan suala;

(3) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu
Walikota dan !/akiI Walikota Pariaman susulan, dan Pemilu Walikota
dan Wakil Walikota Pariaman lanjutan, masa keda PPS diperpanjang
dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan
suara dimaksud.

(4) PPS berkedudukan di Kelurahan;

Bagiaa 4
Fembentukan dan Kedudukan PPDP

Pasa1 7

(1) Untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih PPS atas
nama KPU Kota membentuk PPDP;

(2) PPDP berkedudukan pada kantor PPS.

Bagiaa 5
Pembentukan dan Kedudukan I(PPS

Pasal 8

(1) KPPS berkedudukar di tempat pemungutan suara;
(21 Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua

KPU Kota.

Bagiaa 3
Pembeatukan 6n Kedudukan PPS

Pasel 6
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BAB IV
IEAI{GGATAAN DAIT KEEE!ffi TABIATAI{ ITP- U KQTA, PPI!' PPS, PPDP

dan KPPS

Bagian Pertama
Keanggotaan dan Kesskretariatan KPU Kota

Paragraf 1

Keanggotaan KPU Kota

Pasal 9

(1) Anggotaan KPU Kota sebanyak 5 (lma) orang terdiri dari:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, dan
b. 4 (empat) orang angota.

{2) Ketua KPU Kota dipilih dari dan oleh anggota KPU Kota. KPU Kota
sebanyak 5 (lima) orang anggota.

Pasal 1O

Syarat untuk meqjadi anggota KPU Kota sesuai dengan beraturan
per-undang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Kesekretariatan KPU Kota

Pasal 11

(1i Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kota dibantu oleh kesekretariatan
yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan qe suai dengan ketentuan peraturan parundang-undangan.

{2) Sekretaris I(PU Kota bertanggungjawab kepada Ketua I(PU Kota;
(3) Sekretariat KPU Kota terdiri dari:

a) sekretaris;
b) sub Bagran Program dan Data;
c) sub Bagian Teknis dan Hupmas;
d)sub Bagian Hukum;
e) sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

(4) Sekretariat KPU Kota berked.udukan di ibukota Ko.ta.

Bagian Kedua
Keanggot-aan dan Kssckre-tariatar PPK

Paragraf 1

Keanggotaan PPK

Pasal 12

(1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang
memenuhi syarat, terdiri dari:
a. 1 (satu) oran.g Ketua merangJ<ap Anggota; dan
b.4 (empat) orang Anggota.

(2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota;
(3) Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK;

J
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(4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakiian
sekurang-kurargnya 309/o (tiga puluh perseratus);

Pasal 13

perempuan

Syarat dan tata cara pengangkatan anggota PPK sebasaimana dimaksud
Pasal 12, diatur lebih lanjut dengan Keputusan KpU Kota

Paragraf2
Kesekretariatan PPK

(1) Dalam rnenjalankan tugasnya, PPK dibantu oieh Sekretariat yang
clipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persya-ratan;

(2) Pegawai Sekretariat PPK terdiri dari:
a) 1 (satu) orang Sekretaris;
b) 2 (sahr) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan;
c) 1 (satu) orang Bendahara (staf sekretariat urusan tata usaha, keualgan

dan Logistik Pemilu);
(4) PPK melalui KPU Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK

kepada Walikota untuk splanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (oatu) nama
sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota.

(5) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara kolektif
melalui KPU Kabupaten/ Kota PPK dapat berkonsultasi dengan sekr€taris
daerah Kabupaten/ Kota.

(6) Personil Sekretaliat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b,
dan huruf c, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris PPK atas usul
PPK.

(7) Sekretariat PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.

Bagian Ketiga
Keanggotaau daa Kesekretariataa PPS

Paragraf 1
Keaaggotaan PPS

Pasal 15

(1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat
yang memenuhi syarat, terdiri dari :

a. 1 isatu) orang ketua merangkap anggota; dan
b. 2 (dua) orang anggota.

(2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
(3) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kota atas usui bersama kepala

de sa/ kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.
(4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwalilan perempuan

sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus).

Pasal 16

Syarat dan tata cara pengangkatan anggota PPS sebagaimana dimaksud
Pasa-l 15, diatur lebih ianjut dengan Keputusan KPU Kota

Pasal 14
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Paragraf 2
Kesekretariatan PPS

Pasal 17

(1) Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oLeh sekretariat yang dipinrpin
oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;

(2) Pegawai Sekretaris PPS diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Desa/Kelurahan.

(3) Pegawai Sekretaris PPS terdiri dari:
a) 1 (satu) orang seorang sekretaris;
b) 1 (satu) orang seorang staf sekretariat urusan teknis penyrleng-garaan
c) 1 (sahr) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan

logistik Pemilu
(4) Sekretariat PPS berkedudukan di Desa/Kelurahan;

Bagiaa Keerapat
Keanggotaaa PPDP

Pasal 18

(1) PPDP Adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data
pemilih yang terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS;

(2) PPDP dapat berasal dari pengurus RTIRIV at:lu warga masyarakat
setempat, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang
bersangkutan;

(3) PPDP berkedudukan pada kantor PPS.

Pasal 19

Syarat dan tata cara pengangkatan anggota PPDP sebagaimala dimaksud
Pasal 18, diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota

Bagian Kelima
Keaaggotaan KPPS

Pasal 20

(1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat
disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari:
a. 1 (satu) orang Ketua merang&ap Anggota; dan
b. 6 (enam) orang Anggota.

(2) Anggota KPPS diangkat dan diherhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU
Kota;

(3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada
KPU Kota;

(4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang Ketua merangkap
Anggota dan Anggota;

(5) Ketlra KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
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Pasal 21

Syarat dan tata cara pengangkatan anggota KPP sebagaimana dimaksud
Pasal 20, diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota

BAB V
TUGAS, WEWENANG DAN KEUIA"TIBAN KpU KOTA, ppK, pps, ppDp dan

NPPS

Baglan Pertaaa
llugas, Wewenang dan Kewajiban XPU Kota

Pasal 22

(1) Tugas dan wewenang KPU Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota
dan Wakii Walikota adalah :

a. merencanakan prog.ram, angg€rarr, dan jadwal Pemilu Walikota dar.r
Wakil Walikota Kota;

b. menyusun dan menetapkan tata ke{a KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS
dalam Pemilu Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dengan
memperhatikan pedoman dari KPU danlatau KPU Provinsi;

c. men,'usun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-
tiap tahapan penyeienggaraan Pemihr Walikota dan Wakil Walikota
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil
Waiikota serta Pemilu Walikota dan Wakii Walikota Kota dalam wilayah
kerjanya;

e. mengkoordinasikan, menyelenggan'akan, dan mengend.alikan semua
talapan penyelenggaraan Periiilu Walikota dan Wakil Walikota
berdasarkan peratl:rarr perundang-undangan dengan memperhatikan
pedoman dari KPU dan/ atau KPU Provinsi;

f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;

g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu
Wa-likota dan Wakil Walikota;

h. menetapk.an pasangan calqn Walikota dan walql Walrkqta yang telah
memenuhi persyaratan;

i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan
sua-ra Pernilu Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan hasil
rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di *ilayah
kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara
penghitungan suara dan sertifrkat hasil penghitungan suara;

j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, Parnvaslu Kota, dan KPU
Provinsi;

k. menerbitkarr keputusan KPU Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu
Walikota dan Wakil Walikota dan mengumumkannya;

1. mengumumkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih
dan rnembuat berita aeafanya;

m. melaporkan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU
meialui KPU Provinsi;

n. memeriksa pengaduan danlatau laporan adanya pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;

o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
oleh Panwaslu Kota;
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p. menonaktilkan sementar a daa/alau mengenakan sanksi administratif
kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kota, dan pegawai
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan
yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu
Walikota dan Wakil Walikota yang sedang berlaagsung berdasar'kan
rekomendasi Panwaslu Kota dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil
Walikota dan/ atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota kepada
masyarakat;

r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu
Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu
Walikota dan Wakil Walikota;

t. menyampaikan hasil Perailu Walikota dan Wakil Walikota kepada
Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri,
Walikota, dal DPRD Kota;

u. melaksanakan tugas dan we\r/enarg lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan/atau undalg-undang.

(2) KPU Kota dalam Pemiiu Walikota dan Wakil Walikota, berkewajiban:
a. melaksanakan senrua tahapan penyelenggaraan Pemihr Walikota dan

Wakil Walikota dengan tepat wakhr;
b. memperlakukan peserta Pemilu WalikoJa dan Wakil Walikota dan

pasanga-n calon secara adil dan setara;
c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan

Wakil Walikota kepada masyarakaq
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaarl anggaran sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;
e. menyampaikan laporan pertanggungiawaban semua kegiatan

penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU
mela]ui KPU Provinsi;

f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Walikota dan Wakil Walikota
serta mengelola barang inventaris KPU Kota berdasarkan peraturan
perundang-undangaq;

g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU dan KPU Provinsi
serta rxenyar'npaikan ternbusann-ya kepada Bawaslu;

h. membuat- beiita acara pada setiafi rapat pleno KPU Kota dan
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota;

i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan o,leh KPU dan KPU
Provinsi; dan

j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan
penrndang-undangan.

Bagiaa Kedua
Tugas, Weweaaug daa Kesajiban PPK

Pasal 23

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Femilu
Walikota dan Wakil Walikota adalah:
a. rnembantu KPU, KPU P"rovinsi, KPU Kota dan PPK dalam melakukan

pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil
perbaikan dan daf'"ar pemilih tetap;
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b. membantu KPU Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil
Walikota;

c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan
Wakil Walikota ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oieh KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kota;

d. menerirna dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota;
e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah

kerjanya;
f. melakukan rekapitul,asi hasii penghitungan suara sebagaimana dimaksud

pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh salsi peserta Pemilu
Walikota dan Wakil Walikota;

g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagejmana dimaksud pada h.u.ruf

f kepada seluruh peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat

penghitungaa sua-ra dan wajib naenyefahkannya pada saksi peser.ta
Pemilu W-d,likota dan Wakil Walikota, Panwashi Kdcamatan, dam KPU
Kota;

j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
oleh Panr,r,aslu Kecamatan;

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemihl Walikota dan Wakil Walikota di wilayah kerjanya;

1. meiaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil
Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK
kepada masyarakat;

m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oieh
KPU, KPU Provinsi, KPU Kota sesuai dengan peratur'an perundang
undangan; dan

n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewqjiban lain yang diberikan oleh
undang-undang.

Bagian Ketiga
Tugas, [Iewenang dan Kewajihan PPS

Tugas, wewenang dan kewqjiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilu
Walikota dan Wakil Walikota :

a. membantn KPU, KPU Provinsi, KPU Kota dan PPK dalam melakukan
pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil
perbaikan dan daftar pemilih tetap;

b. membentuk KPPS;
c. mengangkat PPDP;
d. mengumumkan claftar pemilih;
e. menerima masukan dari masyarakat tentang daltar pemilih sementara;
f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih

$eIIlentara;
g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana

dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
h. rnengur.numkan dafta:: pemilih tetap sebagairxana dimaksud pada huruf f

dan 
'rirelaporkan 

kepadi, KPU Kota inelalui-PPK;
i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
j. meia ksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan

Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan KPU,
KPU Provinsi, KPU Kota, dan PPK; I

Pasal 24

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman



k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TpS di wilayah
keijanya;

1. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan
suara dan setelah kotak suara disegel;

m. mener-uskan kotak suara da-ri sstiar TpS kepada ppK pada hari yang
sama setelah terkumpubaya kotak suara dari setiap TpS dan tidaf,
memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh
KPPS;

n. nrenindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
cleh pengawas Pemilu lapangan;

o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di wilayah keq'anya;

p. melaksanaka! sosialisasi penyelenggaraan Pestilu Waiikota dan Walil
Walikota dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS
kepada masyarakat;

q, rnembantu PIK dalafir olenyelenggarakan Perailu Walikota dan Wakil' 
Walikota, kecuali dalam hal p'bnghitiingan suara;

r. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh
KPU, KPU Provinsi, KPU Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan

s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh
undang-r:ndaag.

Bagian Keenpat
Tlrgas, Ulesenaug dan Eesajiban PP, DP

Pasal 25

PPDP bertugas melakukan pemutakhiran Data Pemilih

Bagtaa Kelima
Tnrgas, Weweaang dan KewaJibau KPPS

Pasal 26

T\rgas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu
Walikota dan Wakil Walikota adalah:
a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
b. daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil

Walikota yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

oleh saksi, pengau/as Pemilu lapangan dalam Pemj.lu Walikota dan Wakii
Walikota lapangan, peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dan
masyarakat pada hari pemungutan suara;

f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan
suara dan seteiah kotak suara disegel;

g. lltembuat berita acara pemungutan dan penghittrngan suara ssrta
membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerafikannya
kepada saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, pengawas
lapangan d.alarn Pernilu Walikota dan Wakil Walikota, dan PPK rnelalui
PPS; "

h. menyerahkal hasil penghitungan sua-ra kepada PPS dan pengawas Pemilu
lapangan dalam Pemilu Walikota darr lMakil Walikota;
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i. nrenyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertilikat
hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh
KPU, KPU Provinsi, KPU Kota, PPK, darr PPS sesuai dengan peraturan
per=undang-undangan; dan

k. melaksanakan tugas, wewenarrg, dan kewajiban lain yang diberikan oieh
undang-undang.

BAB VI
TAJA KERJA KPU !!QTA, PPK, PPS, PPDP daa K-PPS S-EB]TA

KESEI<RTARLATAN KPU NOTA, PPK, PPS, PPDP dan I(PPS DAI{

Bagian Pertaaa
Tata KerJa IIPU Kota-dan Kesekretariatar KPU Xota

Paragraf I
Tata Kerja KPU

Pasal2T

(1) Rapat Pleno l[erupakan forum tertinggi Anggota KPU Kota Pariaman
Untuk Pengarnbilan Keputusan atau kebtakan KPU Kota Pariaman
dalam menyelenggara:kan Pemilu.

(2) Sesuai dengal alasan Substansi yang akan dibahas da-lam Rapat Pleno
rnaka Rapat Pleno dibagi kedalarn dua sifat, Rapat Ptreno Terbuka dan
Rapat Plino Tertutup.

(3) Rapat Pleno ,qnggota KPU Kota Pariaman adalah sah apabila dihadiri
oleh 4 {empat) Anggota KPU Kota Pariaman yang dibuktikan .dengan
daftar hadir.

(4) Keputusan Rapat Pleno yang diambil melalui Mekanisme Pemungutan
suara sah apabila disetujui oleh selnrrang-lnerang::.ya 3 (tiga) Anggota
KPU Kota Pariaman.

(5) Rapat Pleno dipimpin oleh Keta KPU Kota Pariaman, apabila Ketua
berhalangan hadir, Rapat Pleno dipimpin oleh salah seorang anggota
yang dipilih secara langsung oleh Anggota.

(6) Anggota sebagairnana dimaksud ayat i5) yang ditetapk'an seean:a
Aklamasi atau hasil Pleno sebelumnya sebagai pimpinan rapat
menyampaikan agenda Rapat Pleno sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari
sebelumnya dan dalam keadaan rvaktu yang mendesak dapat
diusuikan 1 (satu) hari.

(7) Rapat Pieno KPU Kota Pariaman dapat dihadiri oleh Sekretaris KPU
Kota Pariaman dan atau pejabat Sekretariat KPU Kota Pariaman yang
ditunjuk dalam undangar rapat untuk memberikan dukungan teknis
dan administrasi.

(B) Dalam setiap Rapat Pleno KPU Kota Pariaman sebagaimana dimal<sud
pada ayat 1 (satu) :

a. Diagendakan dan dibahas hal-hal ber*enaan dengan pelaksanaaa
lebih lanjut Keputusan KPU, permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu Kota Pariaman dan
permasalahan-permasalahan Pemilu yang tidak dapat
diselesaikan oleh PPK, PPS dan KPPS di Kota Pariaman;

b. Rapat Pleno untuk mengambil kebijakan terhadap hal-hal
sebagaimana dimaksud pada huruf a, diagendakan setelah
znendapal: kesepakatan rapat pleno KPU Kota Pariarnan
sebelumnya dan/atau disampaikan oleh divisi
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hukum,pengawasan, organisasi dan pengembangan sumber daya
manusia kepada ketua KPU Kota pariaman untuk diteruskan
kepada sekretaris KPU Kota Pariaman sekurang-kurangnya 4
(empat) hari sebelum rapat pleno dimulai;

c. Diberikan kesempatan yarg sama bagi setiap peser.ta rapat pleno
anggota KPU Kota Pariaman untuk menyampaikan pendapatrrya
berkenaan dengan agenda rapat pleno anggota KpU Kota
Pariaman;

d. Diberikan kesempatan kepada sekretaris KPU Kota Pariaman atau
pejabat yang mewakili untuk mengemukakan saran dan pendapat
yang berkaitan dengan agenda yang dibahas;

e. Disusun risalah rapat pleno anggota KPU Kota Pariaman yang
ditandatangani oleh s.eluruh anggota KPU Kqta Pariaman.

(9) Risalah rapat pleno anggota KPU Kota Pariaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf e, sebelum ditandatangani dan disahkan
oleh rapat pleno KPU Kota P.ariaman, disampaikan kepada peserta
rapat pieno'anggota KPU Kota Pariaman unttk mendapatkari saran
dan atau perbaikan.

(i0) Masalah-masalah yang berhubungan dengan proses dan hasil
penyelenggaraan pemilu yang langsung maupun tidak langsung tidak
dapat diselesaikan oleh KPU Kota Pariaman disampaikan kepada KPU
meialui KPU Provinsi untrrk mendapat proses penyelesaian.

(1i) Proses pembahasan pengambilan keputusan dalam rapat pleno KPU
Kota Pariaman bersifat rahasia dan bukan untuk konsumsi umum
sehingga setiap peserta rapat pleno dilarang untuk menyampaikan hal-
hal yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan tersebut kepada
pihak manapun jug_a keeuali diminta atas nama hukum d.imuka
persidangan.

P-asal 28

(1) Setiap keputusan rapat pleno KPU Kota Pariaman diupayakan sedapat
mlrngkln ditetapkan berdasarkan rnusyalu. e{eh untuk manaapai mufakat.

(2) I{eputusan rapat pleno KPU -Kota Pariaman sah apabila disetujui oleh
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kota Pariaman yang
hadir.

(3) Dalamiral tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) keputusan rapat pleno KPU Kota Pariaman diambii berdasarkan suara
terbany.ak.

(4) Dalam ha1 pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

setiap anggota KPU Kota Pariaman mempunyai hak suara yang sama.
(5) Pemungu.tan suara dilakukan seeara bebas dan rahasia.

Pasal 29

(1) Dalam hal tidak tercapai quorum, khusus rapat pleno KPU Kota
Pariaman untuk menetapkan hasil pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam.

(2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) dan tidak tercapai quorum, rapat pleno dilanjutkan tanPa
memperhatika quorum.

{3) Khusus rapat pleno KPU Kota Pariaman untuk menetapkan hasil p.emilu
tidak dilakukarr pemungutan suara.

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman



Pasal 3O

(1) Ketua KPU Kota Pariaman wajib menandatangani penetapan hasil pemilu
yang diputuskan dalam rapat pieno dalam waktu paling lama 3 (tiga )

hari setelah rapat pleno KPU Kota Pariaman dilaksanakan.
(2) Dalarn hal penetapan hasil pemilu tidak ditandatangani dalam waktu 3

(tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satu anggota
menandatalgani penetapan hasil pemilu.

(3) Dalam hal tidak ada anggota KPU Kota Pariaman yang menandatangani
penetapan hasil Pemilu sebagaimala dimalsud pada ayat (2), KPU Kota
Pariaman melaksanakan hai-hal sebagaimana berikut :

a. Melalsanakan rapat pleno yang sifatnya tertutup;
b, Dalam Rapat Pleno dibuat berita acara yang memuat alasan-alasan

sehingga penetapan hasil pemilu tidal< ditandatangani oleh ketua dan
seluruh anggota KPU Kota Pariaman;

c. Hasil Rapat Pleno sebagairnana dimaksud pada huruf a dan b, segera
dilaporkan kepada KPU Provinsi Sumbar untuk mendapat keputusian.

Paragraf 2
I'ata Kerja Kesekretariatan KPU Kota

Pasal 31

(1) Sekretariat KPU Kota bertugas:
a. membantu pen5 rsunan program dan anggaran Pemilu Walikota dan

W.akil Walikota;
b. memberikan dukungan teknis administrative dalam Pemilu Walikota

dan Wa-}<il Walikota;
c. srembantu pelaksanaan tugas KPU Kota dalam menyelenggarakaa

Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraaa Pemilu

Walikota dan'Wakil'Walikota;
e. membantu perumusan dan penyusunan rancang€rn keputusan KPU

Kota;
f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Walikota dan

Wakil Walikota;
g. membantu penyusunar lap.oran penyelenggar-aan kegiatan dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/ Kota; dan
h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengal peraturan

perundang-undangan.
(2) Sekretariat KPU Kota berwenang:

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan
Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan norrna, standar,
prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

b. mengadakan perl,engkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan
Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

c. memberikan layanan administrasi, ketatausaiaar, dan kepegawaian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretariat KPU Kota berkewajiban:
a. men1rusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;

dan
c. mengelola barang inventaris KPU Kota.
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(4)sekretariat KPU Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan
serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Baglan Kedua
Ta'ta Kerja PPK dan Kesekretariataa PPK

Paragraf 1
Tata KerJa PPK

Pasal 32

(1) Tugas Ketua PPK dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah:
a. memimpin kegiatan PPK;
b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
c. mengawasi kegiatAn PPS;
d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk

kelancaran pelalsanaan tugas;
e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara

secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
f. menandatangani berita acara dan sertifrkat rekapitulasi penghitungan

suara bersama-sarna sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK
serta ditandatangani oieh saksi yang memiliki surat mandat yang
ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan
sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu
Wa-likota dan Wakil Walikota atau sesuai dengan tingkatannya;

g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang
saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu Walikota dan ltr/akil
Walikota yang hadir; dan

h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu unhrk kelancaran
penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan
kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota.

(2) Tugas anggota PPK dalarn Pemilu Walikqta dan Waktl walikata adalaht
a. membantu ketua PFK dalam melaksanakan tugas;
b. melaksanakan tugas yang telah diputuskan dalam rapat pleno PPK
e. rnelaksanaka-n tugas sesuai dengan -peratura.n _penrndang-undangan

yang berlaku; dan
d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan

Psrlimbangan.
(3) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungiawab kepada

ketua PPK.

Pasal 33

Mekanisme rapat PPK:
a. Rapat dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPK;
b. Setiap Afiggota wajib rnelaksanak-an seeara konsekuen dan bertanggung

jawab terhadap semua hasil rapat PPK;
c. Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada Anggota 1 (satu) hari

sebeium pelaksanaan raPat;
d. Setiap Anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk

memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
e. Pengambilan keputusan pada dasamya dilakukan secara musyawarah

untuk mufakat;
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f. Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara
musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Paragnf 2
Tata KetJa Kesekretariatan PPK

Pasal 34

(1) Tugas Sekretaris PPK:
a. Membantu Pelaksanaan tugas PPK;

b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;

c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;

d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK;

e. Dalam melaksankan tugas, sekretaris PPK bertangSungiawab kepada
PPK melalui Ketua PPK.

(1) Tugas Staf Sekretariat PPK bertugas:' ' 
". 

T'.rga" staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggarazrn TeT-pYnyar
tugls menyiapkan teknis penyelenggaraan. dan logistik pemilu walikota
aair Wat<it Watikota beserta kelengkapan administrasinya;

b.StafSekretariatantatausahamempunyaikeuangantugasmenyiapkan
segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan

pe"rtanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan

iemitu Wafikota dan Wakil Walikota untuk kegiatan PPK;

c.stafsekretariatlogistikmempunyaitugasmenyiapkan.logistikPemilu
walikota dan wakil walikota beserta kelengkapan administrasinya;

d. Dalam melaksanakan tugasnya sta-f sekretariat PPK bertanggungiawab

kepada Sekretaris PPK'

Bagian Kettge
Tata KerJa PPS daa Keskretarlatan PPS

Paragraf I
Tete KerJe PPS

Pasal 35

(1}TugasKetuaPPSdalamPemiluWalikotadanWakilWalikotaadalah:
a. memimPin kegiatan PPS;

U. *"t g,rt d"rg at ggota untuk mengadakan rapat PPS;

c. memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan Anggota I(PPS;

d. mengawasi kegiatan KPPS;

.. *erri"aaf."., too.ai.""i dtttg"' pihak yang dipandang perlu untuk

kelancaran Pelaksanaan tugas; dan
f. melaksanakan kegiatan lai-n yang dipandang perlu untuk kelancaran- 

p""Vtf""ggaraan Femilu Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan

kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota'

(2) ApJid [t"i pp"s u".ttJ""gan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah
' ' 

""o.".tg 
anggota atas dasar kesepakatan antar anggota

l3l Tue;; irr*e:;t" PpS daiam Pemilu Walikota dan Wakil walikota adalah:
' ' a. Lemuiitu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;

b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;

c. melaksanaku" t ri"" "t"-'"i 
a"ttg"t' peraturan perundang-undangan

yang berlaku; dan
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d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua ppS sebagai bahan
pertimbangan;

(a) Dalam melaksanakarr tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada
ketua PPS.

Paragraf 2
Tata Kerja Kes6-kretariatan ppS

Pasal 36

(1) Tugas sekretaris Panitia Pemungutan Suara adalah :

a. membaatu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat Panitia Pemungutan

Suara;
c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh P.anitia P€mungutan

Suara.
Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada
PPS melalui ketua PPS

(2) Tugas staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah :

a. membantu pelaksanaan tugas. Panitia Pemungutan Suara;
b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara.
Dalam melaksanakan tugas staf sekretariat PPS bertanggung jawab
kepada FFS melalui sekretaris PPS.

Bagian Keempat
Tata KerJa PPDP

Pasal 37

PPDP bertugas melakukan pemutalhiran Data Pemilih yang berasa-l dari
Daftar Sementara.

Bagian Kelima
Tata Kerja KPPS

Pasal 38

(1) T.ugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara
dan penghitungarl suara dalam Pemiiu Walikota dan Wakil Walikota
adalah:
a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan

kepada anggota KPPS;
b. mengumumkan tempat dan waltu pelaksanaan pemungutan suara;
c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan

suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih
tetap untuk tiap TPS;

d. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
e. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh

pasangall calon yalg akan bertugas di TPS.
(2) T\rgas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Walikota dan

Wakil Walikota di TPS adelah:
a. memimpin kegiatan KPPS;
b. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh

pasangan calon ya:ng akan bertugas di TPS;
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c. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan
saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan
persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

d. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
e. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempa!
f. mengambil sumpah/janji Para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
g. menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak

2,5o/o (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2
(dua) orang anSSota KPPS;

h. menandatangani surat suara; dan
i. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.0O waktu

setempat.
(3) Tugas ketua KpPS dalam rapat penghitungan suara Pemilu Walikota dan

Wakil Walikota di TPS adalah:
a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan

mengikuti Penghitungan suara;
b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;

c. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara
bersama-sama sekurang-kuran gruya 2 (dua) orang anggota KPPS serta
dapat ditandatangani oteh saksi yang memiliki surat mandat dari
Keiua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai
politik tingkat kecamatan peserta Pemilu walikota dan wakil walikota
atau sesuai dengan tingkatannya di TPS; dan

d. melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(4) Dafu mehklsanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS

melalui ketua PPS.

(1) Tugas anggota KPPS dalam Pemilu walikota dan wakil walikota adalah:
' ' 

". 
*memUa"tu 

ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan

b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS'

(2) Dalam melaksanakin tlgas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada

ketua KPPS.

Pasl 39

BAA VII
I{TTENTUAN PEITUTT'P

Pasd 41

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kev-ajibannya anggol? K?U Kota'

""gg.t" 
ppii, anggota 

-ppS, a.t' ttt[got" KPPS wajib mematuhi Kode Etik

nlff"t.t gg"t" peililu yang ditetapkan dengan Peraturan KPU'

Ditetapkan di Pariaman
28 Februari 2O 13

l,

x__4,

9.\.

Pasal 40
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